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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Pesisir 

Selatan belum terlaksana maksimal sesuai amanat peraturan yang berlaku 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini 

dikarenakan anggaran yang dikeluarkan negara belum memadai dan 

sangat terbatas, serta Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan melalui proses 

pengumpulan barang bukti narkotika dalam jumlah banyak terlebih 

dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu 2 

(dua) kali dalam setahun setelah barang bukti narkotika tersebut 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat. Hal 

tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu dalam 

pemusnahan barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap harus segera dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 

dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu: 

a. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara hanya ada satu di propinsi 

Sumatera Barat, sehingga Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus 



2 

 

 

menyimpan barang sitaan tersebut diruang penyimpimpanan kantor 

kejaksaan, meskipun tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

b. Anggaran yang diiliki oleh kejaksaan tidak mencukupi untuk 

melakukan pemusnahan barang sitaan setelah 7 hari putusan,. 

Sehingga Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan hanya mampu untuk 

melakukan pemusnahan sebanyak 2 kali dalam waktu setahun.  

c. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan terkendala dengan waktu yang 

diberikan untuk melaksanakan pemusnahan dalam 7 hari setelah 

menerima penetapan dari kepala kejaksaan setempat. Sehingga dalam 

prakteknya pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, disebabkan karena proses persidangan nya terkadang 

lambat,  dan jumlah barang bukti yang terlalu sedikit jika langsung 

dimusnahkan dalam waktu yang ditentukan undang-undang akan 

mengeluarkan biaya yang sangat besar.
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B. Saran 
 

Adapun beberapa saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu: 

 

1. Diharapkan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan melakukan pemusnahan barang 

bukti narkotika setiap adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum 

tetap dan hendak dilaksanakan secepatnya setalah keluarnya putusan tersebut. 

Karena apabila jika menunggu barang bukti terkumpul lama itu dapat membuat 

penurunan jumlah kadar barang bukti. Hal itu pasti tidak sesuai lagi dalam berita 

acara yang telah dibuat sebelumnya. Jadi hendaknya pihak Kejaksaan dan tim 

segera melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

2. Kepada Pemerintah diharapkan untuk menambahkan anggaran biaya terhadap 

pemusnahan barang bukti narkotika ini. Agar Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 

lebih efektif dalam menangani pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika 

dan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-

undang Narkotika. 

3. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung Kejaksaan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 


